
. . . 

WALIKOTA KENDARI 

PROVlNSI SULAWESI TENGOARA 

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI 

NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARL 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA KENDARI, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (lJ 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 
2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perHu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawa.ban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Kendari Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
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47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286]; 

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Noror 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856]; 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daer@h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

L. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17I, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sister 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pererintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219]; 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178; 

2L. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
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Menetapkan 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20I5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

24. Peraturan Daerah Kota Kendani Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Kendari Tahun 2007 Noor 12); 

25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2021 
Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Kendari Tahun Anggaran 2022 {Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 2022 Nomor 4); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI 

dan 

WALI KOTA KENDARL 

MEMUT'USKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN,JA 
DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022 

(I) Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Neraca, 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 
f. LaporanPerubahan Ekuitas; dan 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilampiri dengan 
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah /Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) huruf a 
Tahun Anggaran 2022 scbagai berikut: 
a. Pendapatan •• Rp. 1,479,657.748.099,34 
b. Belanja.............. Rp. 1.652.002,322.614,00 

Surplus/defisit .......+++++6++0++++60+0+++»0..., [Rp. 172.344,674,514,66) 



c. Pembiayaan 
Penerimaan ............ Rp. 394.519,295.,515,93 
Pengeluaran ............ Rp. 14.153.538.684,00 

Perbiayaannetto oooooooooooooooo»or Rp. 380.365.756.831,93 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 
berikut, 

a. Sclisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah 
(Rp. 128.759,928.136,66) dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.608.417.676.236,00 
b. Realisasi Rp1.479657.748.099,34 
Sellsih leblh/(kurang) ......»..»...0»0.»»0. (Rp. 128.759,928.136,66) 

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja 
dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Belanja setelah Perubahan 
b. Realisasi 
Selisih lebih/[kurang).......0+++»+»+0++%, 

scjumlah (Rp.335.896.495.945,00) 

Rp. 1.987.898.818.559,00 
RD. 1652.002,322.614,00 

(Rp. 335.896,495.945,00) 

sejumlah 

379.481.142.323,00) 
172.344.574.514,66, 

207.136.567.808,34 
(RD. 

Rp. 

b. Realisasi 
Selisih lebih/(kurang)....0++0+80+++0000......... 

Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit 
RD. 207.136.567.808,34 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 

c. 

7.396.435.098,07 

401.915.730.614,00 
394,519295.515,93 Rp. 

Rp. 

(Rp. 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
(Rp. 7.396.435.098,07) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran penerimaan pembiayaan 

sctclah perubahan 
b. Realisasi 
Selisih lebih/(kurang)...++++888++0880.00..... 

Rp. 22.434.588.291,00 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
(Rp. 8.281.049.607,00) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan 
b. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) ........... ' .. 

KD. 

(Rp. 
14.153.538.684,00 

8.281.049.607,00) 

r. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan 
RD. 884.614.508,93 dengan rincian sebagai berikut : 

neto scjumlah 

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan 

b. Realisasi 
Selisih lebih/(lurang) ...++++++++++++++++++6++». 

Rp. 379,481 142.323,00 

RD. 380.365.756.831,93 
Rp. 884.614.508,93 
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Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam 
Tahun 2022 sebagai berikut: 
a. Jumlah Aset 
b. Jumlah Kewajiban 
c. Jumlah Ekuitas Dana 

Pasal I ayat (I) huruf c per 31 Desember 

Rp. 6.175.626.202.666,28 
Rp. 508.007.105.845,51 
Rp. 5.667.619.096.820,77 

Pasal 5 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (I) huruf e untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut : 
a. Saldo kas awal di BUD per I Januari tahun 2022 Rp. 78.341.151.730,20 
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 449,751.836.511,34 
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi 

aset non keuangan 
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan 
e Arus kas bersih dari aktivitas transitoris 
f. Saldo akhir kas di BUD 

g. Saldo akhir kas dibendahara pengeluaran 
h. Saldo akhir dibendahara penerimaan 
i. Saldo akhir kas dibendahara FKTP BPJS 
j. Saldo akhir kas di BLUD 
k. Kas lainnya 
I. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2022 

(Rp. 632.096.411.026,00) 
Rp. 269.184.066.316,00 

Rp. 405.800,00 
Rp. 173.066.131.240,51 

Rp. 0,00 

Rp. 64.130.417,00 

Rp. 133.623.592,00 
Rp. 34.615.327.573,76 

Rp 141.969.494,00 

Rp. 208.021.182.317,27 

Catatan Atas Laporan Keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal I 

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran I.I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 
pemerintah daerah dan organisasi; 

Lampiran L.2 

Lampiran 1.3 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut 
urusun pemerintahan daerah, organisasi, program dan 

kegiatan; 



Milik Usaha Badan 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah 
dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Opcrasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana 
Bergulir; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Dacrah; 
Daftar Rekapitulasi Aset; 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
Daftar Dana Cadangan Daerah, 
Daftar Kewajiban Jangka Pendck; 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai 
Akhir Tahun 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 
Anggaran Berikutnya, 
Ikhtisar Laporan Keuangan 
Daerah/Perusahaan Daerah; 

Lampiran 1.4 

t. Lampiran XX 

b Lampiran IL 
c. Lam piran III 
d Lampiran IV 
e. Lam piran V 

r Lam piran VI 

8 Lam piran VII 

h. Lam piran VIII 
L. Lam piran IX 

i Lam piran X 

k. Lam piran XI 
IL Lampiran XII 

m. Lam piran XIII 
n. Lam piran XIV 

0. Lampiran XV 

p LampiranXVI 
q Lampiran XVIL 

r Lampiran XVII: 

s. Lampiran XIX 

Lampiran XX. I :  Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah; 

Lampiran XX.2: Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 8 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (2) terdiri 
dari: 
a. Laporan kinerja; dan 
b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Wali Kota Kendari menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 
Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022, scbagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang 
Pertangungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022. 



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari 

PARAF KOORDINAS 
No NSTASAS UNIT KER.JA P A R A f  

'  
AN .  a  

2  de. Ao 

3 � 
4 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 2 5  .&  -  2023 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Kendari 

2 8  

KENDARI 

2023 

LE MBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI 

TENGGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 

2022 : 3/19/2023 
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